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Abstract- This research is about the anti- terro__ _m cooperatlon bet n the. National Agency for;'. %
e ntra Terrorism. (BNPT) and civi ocrety with study.case of: Muhammadzyah d:sengagement in, the'. 7
o sxgnfng of Memorandum Of Understandrng (MOU) bez‘:ween BNPTand. Istamic orgamzatrons in 2011
U The ‘theory app!res are Terrorrsm, Security. sector: reform and Coopeaatton “A5_clvil, soclety,
e 3_Muhammadryah has conducted anti-terrorism efrorts through its structural and cultural, approachin ... .
~ " politic,. soczo-economzc, dfpfomatrc and. education aspect; w:thout Iabe”mg its programmes asanti- .
- terrorism or deradicalization. Unfor:unately, there has. not been any. framework of cooperation S
k= ;;{_estabhshed ‘between Muhammad;yah and BNPT, due to “several hindering . factors Firstly,
E Muhammad:yah and BNPT have dffferent perspectwe in addressmg issues about terrorism motives
= .-and anti terrorism methodo!ogy Secondly, s po!rt;ca! conf jct. ‘Thirdly, .is related with BNPT’s
" constraints in time, human resources and funding. Forthly, is the lack of political will on BNPTs side.
. - Actually, - Muhammadiyah ‘acquires - ideological *and .organisational potential that facilitate the
"d;ssemmatrort of anti terrorism values to be more effectlve and efffcrent Therefore this study
. recommends the need for BNPT:-and Muhammad;yah to strengthen orgamsatronai commitment and
to start buil dmg communication. In addition, the concept of deradicalization applied by BNPT needs
to be evaluated and developed. This study is a qualitative research and using descriptive analysis
method. : -

Keywords: Anti Terrorism, Cooperation, Civil Society, BNPT, Muhammadiyah
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) Upaya ant; terorisme ldealnya mez‘upakan tanggung jawab pemermtah dan masyarakat,

'_"'namun mpanya kebuakan anti terorisme di !ndonesna tampaknya belum mampu":_'

. Pendahuluan

~membangun sinergitas kerjasama antara pemerintah dan masyarakat,

- Banyak -'wacana _ mengatakan bahwa pemermtah Indonesia seharusnya. -
'.-ﬁg-memanfaatkan peran ‘ormas islam da[am upaya pencegahan terorisme.” Pada awal::_'."
-_terbentuknya Badan Nasxonal Penanggulangan Terorisme (BNPT), The International Crrs;s 5
Group merekomendas&an agar BNPT melibatkan dua ormas terbesar di Indonesia, yaxtu_
Muhammadsyah dan Nahdhatul Ulama (NU).? Pelibatan ormas Islam dipandang penting )

k__arena 87% penduduk Indonesia adalah msuslim, sedangkan Muhammadiyah dan NU.

merupakan representasi komunalitas muslim Indonesia dengan total go-100 juta
pengikut.” Terlebih lagi Ketua BNPT Ansyad Mbai pernah mengatakan bahwa aksi
terorisme di Indonesia kebanyakan didalangi oleh kelompok radikal.® Konsekuensi
populasi pada akhirnya melekatkan terorisme bermotif radikalisme dengan radikalisme
Islam. Oleh karena itu, peran ormas Islam dipandang penting dalam upaya pencegahan

terorisme di Indonesia.

Pelibatart Muhammadiyah dan NU seharusnya dilakukan secara komprehensif.
Namun, selama ini terdapat kesan bahwa pemerintah lebih merangkut NU daripada
Muhammadiyah. Pada Agustus 2011, BNPT menandatangani Nota Kesepahaman Bersama
dengan sejumlah ormas Islam dalam rangka penanggulangan terorisme.” Sementara,

Sekretaris Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Abdul Mu’ti mengatakan tidak tahu

* Gatot, "Kebutuhan Program Deradikalisasi untuk Pemberzntasan Terorisme”, 7 September 2009, Center for Detention

FBNPT urgecf to desngm terorism  prevention  programs”, The;axartapost.com, 19 Apr;l 2011, dalam
http:fwww.thejakartapost.comfnews/2011foa/ig/bnpturged-design-terorism-prevention-programs.htmi, diunduh pada
24 Cktober201.

*Surwandono, “Dialektika NU dan PKB7, dalam

surwandono.staff.umy.acid/pagefiiles/. .. /DIALEKTIKA-NU-DAN PKB.do, 2071
5. "Tewasnya Osama Tidak Mengurangt Aksi Teroris di Indonesia”, FoktaPos.com, 3 Mel zo1, dalam
http:/,’www.faktapos.com!content]ﬂasionaljs85o-tewasnya~osama«tidakmmengurangi-aksi-teroris-di-indonesia.htmi,

diunduh pada 13 September 2011, Hal tersebut diperkuat dengan pernyataan Presiden Rl Soesiio Bambang Yudhoyono
yang juga menempatkan radikalisme sebagal fakior terutama zksi teror di Indonesia, pada Ceramah Pengrimaan
Peserta Program Pendidikan Singkat Angkatan (PPSA) XV1I Lembaga Ketzhanan Nasional (Lenhannas} RI Tahun 2011

dan Mahasiswa Universitas Pertahanan Indonesia {Unhan). Jakarta.

5C N Saputra, "BNPT dan Crmas Islam Teken MoU Pencegahan Terorisme”, okezone.com, 1 Agustus 2011, dalam
http:/fnews.okezone.com/readf2011/08/11/337/490871/bnpt-ormas-islam- diunduh pada 24 Oktober 2011,
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menahu mengenal penanda‘canganan Nota _Kesepahaman Be"rsém'a i:ersebut7

sebagaimana ;uga dmyatakan oieh Ketua Umum PP Muhammadlyah Dm Syamsuddm

. _--_ilgdr_ket_a_bux ._d._an_ _terp_a__n}'au B8

e Meskzpun beg:’cu Muhammadtyah menyatakan bahwa teror:sme ada dan

'-.berbahaya sehsngga Muhammadxyah memrhks kesadaran un’cuk berperan dafam

f '_pencegahannya dengan atau tanpa pemermtah R

Berangkat dar: 1atar belakaﬂg tersebit, rumusan masaiah penelitian ini adaiah

' Pertama Bagalmanakah peran Muhammadlyah dalam’ upaya antl terorisme selama ini?

.dan Kedua, Mengapa Muhammad:yah tndak d:hbatkan daiam Nota Kesepahaman Bersama
antaraBNPT._dan ormas Islam, pada tahun 2011, dalamn upaya anti terorisme? Tujuan dari
penelitian ini adalah menjelaskan peran-peran Muhammadiyah dalam upaya anti
terorisme, dan melakukan analisis kritis serta evaluasi terhadap ketidakterlibatan

Muhammadiyah dalam Nota Kesepahaman Bersama tersebut.

Dasar Teor!

Penelitian ini menggunakan teori keamanan non-tradisional, anti terorisme dan
kerjasama. Ronald Crelinsten menyebut terorisme sebagai ancaman keamanan ”abu-abu”

yang kompleks dan bersifat transnasional. Oleh karena itu, penanganan terorisme tidak

..bisa hanya bergantung pada pemerintah dan aktor keamanan inti, namun juga . .

membutuhkan partisipasi aktif masyarakat. Crelinsten mengemukakan tentang strategi
komprehensif kontraterorisme yang menggabungkan pendekatan hard model dengan

soft model. Hard model adalah pendekatan koersif yang tidak akan dibahas dalam

“Wawancara dengan A. Mu't, 7 Oktober 2011

5. s Mulyadi, "Muhamimadiysh Tidak Dilibatkan Deradikalisasi”, Kompas.com, 3 Oktober 2011, dalam
htip:/inasional. kempas.com/read/zomjiofoz/2245243/Muhammadivah. Ti; diunduh pada 24 Oktober 201,

*wawancara dengan Y. Warsim, 24 Okiober 2011, Yusuf Warsim adalah Sekretaris Majelis Hikmah dan Kebijakan Publik
PP Muhzmmadiyah.
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- penelitian ini. Soft model adalah pendekatan preventif, proaktif, persuasif dan bersifat
jangka panjang, untuk selanjutnya disebut -upaya Anti Terorisme. Soft model bergerak
--.--Eeb_ih luas dari ranah militer dengan turut mempertimbangkan unsur sosial, politik, -
':e.kon__c_)m_i_ dan mutlak memerlukan keterlibatan masyarakat. Beberapa upaya anti
-_té.roa'isme nié'h_u,_'r.ut-ff-!:é%?nsten adalah melalui development, penegakan Hak Asasi Manusia,
._j".pen_'égsaiéé_ﬁ_ hukum dantata pémerintahan _y_ang_'akuntabel dan transparan, Cross Cultural
.D'f'..c'ilog'ue, dan Eijé'ndidiké'n.m Anak Agung Banyi.i Perwita mengemukakan pentihgnyé “

demokrasi dalam penanganan terorisme di Indonesia.” Peneliti merangkum beberapa

teori anti terorisme dalam bagan Anti Terorisme Komprehensif (ket: lihat Gambar 3).

Civil society adalah representasi masyarakat mencakup semua individu, organisasi,
institusi yang berada di antara keluarga dan negara, dimana orang-orang berhimpun
secara sukarela atau bebas untuk mengagendakan kepentingan bersama.” Reformasi
Sektor Keamanan mengkategorikan civil society sebagai salah satu aktor keamanan
nasional setelah aktor keamanan inti (polisi dan militer), management and oversight
bodies, institusi peradilan dap penegakan hukum, serta paramiliter.” Kalangan yang
tergolong civit society adalah organisasi antar pemerintah, perusahaanfinstitusi

multinasional, media, akademisi, organisasi non-pemerintah, organisasi masyarakat.™

“R. Crelinsten, Counter Terrorism, (Cambridge UK: Polity Press, 2009).

YA, A Perwita, "Reformasi Sekior Keamanan Demi Demokrasi Penanganan Terorisme di Indonesia”, Jurnal Imu Sosial
dan llmu Politik, 2005. Paul Wilkinson juga sependapat dengan mengatakan: “Clear that liberal democracies have been
extraordingrily resilient in withstanding terorist attempis to coerce them into major changes of policy or surrender in the
face of the terorists’ demands™ Lihat di T. Maley, Democratic Response to Terrorism. Module of Indonesian Defense
University and Crandfield University, 2011,

S, Markus, “Mengukur Peran Muhammadiyah di Ruang Publik Menuju Peradaban Utama. Di Muhammadiyah”, Kajian
Ramadhan 1431 H, (Jakarta: Muhammadiyah, 2011).

BA. M. Fitz-Gerald, Security Sector Reform: Theory and Practice, Module of Indonesia Defensa University and Crandfisid
University, z Februari 2010.

“R. Crelinsten, Op. Gt him, 2122,
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. Gambar1. KerjasamaPemerintzh danGivilSodety

Terkart ker;asama antara pemenntah dan cw;! socrety dapat dzhhat pada tataraﬂ

kebijakan, operasxonai dan partzsspass Kerja sama adaiah dua p:hak atau lebzh yang sahng
berinteraksi secara dinamis dalam rangka mencapa:__tgju_a;n bersama-fs. Beberapa prinsip
umum kerja sama édéiah.' konsénsus, héﬁné yan:g. m'én.gé%c.ﬁr, saling percaya, saling
menguntungkan, prioritas, komunikasi, timbal balik.”® Terkait kerja sama tersebut, Guru
Besar Sosiologi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Bambang Pranowo
mengatakan bahwa idealnya pemerintah terhadap masyarakat proaktif dan masyarakat
terhadap pemerintah partisipatif.”

Kemudian, peneliti memakai salah satu alat analisis manajemen, yang dinamakan
Force Field Analysis (FFA), dalam rangka mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan

penghambat untuk mencapai sasaran perubahan.

Ideal
Condition

Lurrent
Condition

Gambar 2. Force Field Analysis

Pamudiji, Kerjasama Antar Daerah, 1985, him. 12-13.

BLD, Zainudin, Edralin dan Whitaker dalam Keban dan . Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, Edisi 4. {(Jakaria; PY. Kaja
Grafindo Persada, 2007}, him. 35.

"Wawancara dengan Bambang Pranowo, 12 Januari 2012,
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e peacefu! re'n transuton XH
= discussion to communicaie dgfference 3
in po.’rtrca! percept:on :

RS Sug 28l ""Iawenfarcement
e L strengthening civil saﬁaety
e the freedom of information

Gambar 3. Anti Terorisme Komprehensif

%(ehijatkaa:a‘ Penaﬁgarééﬁ Terorisme oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
dengan Melibatkan Civil Society
Peraturaﬁ_'Pfe_s_id:en RI Nomor 46 Tahun 2010 Tentang BNPT, mendefinisikan terorisme
sebégai “bentuk 'kéjah'a't'an' {erha.dap' kemanusiaan yang  bersifat lintas negara,
terorganisasi dan mempunyai jaringan luas, sehingga mengancam perdamaian dan
keamanan: nasional maupun internasional, oleh karena itu memerlukan penanganan
secara terpusat, terpadu dan terkoordinasi. Maka, pada 16 Juli 2011 dibentuk badan yang
berwenang melakukan tugas penanggulangan terorisme secara terpusat, terpadu dan
terkoordinasi-bernama- Badan Nasional- P@%ﬁggu%aﬂgaﬁ Terorisme-{BNPT).® Visi-BNPT -
adalah mewujudkan penanggulangan terorisme dan radikalisme melalui upaya
membangun sinergi antara institusi pemerintah dan masyarakat meliputi pencegahan,
perlindungan, penindakan dan deradikalisasi serta meningkatkan kewaspadaan nasional

dan kerja sama internasional untuk menjamin terpeliharanya keamanan nasional.”

"®rencana Strategis BNPT Tahun 2010-2014, {Jakarta: BNPT, 2011), hilv. 4
“ibid, him.28
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':."ciapun bentuk pelfbatan c:wL-’ soc:ety.-aleh BNPT_adalah Satuan Tugas, forum

[ et = i f et
T s o o R

B ;G_a;:m;ba;%ﬁ 4._. Bgntukd‘an Mek'ah_isrﬁr_é_l:?."ei_i_.b'a‘t:ahlCi_yi.I__SpEiety_ oleh :8§JPT._déiah§_.yp'ay_a Anti _Teijoﬁ_sme _

ir _Pemn Mﬁhammadsyah daiam Upaya ﬁm‘iu Temﬂsme
'.'-'--'.'Muha“nmadlyah telah me%akukaﬂ upaya antl terorlsme, me%afut peran peran Struktural
dan ku!turaln_ya _dz b:_dang politik, sosial ekonam;, dzpiomasiﬁ dan p_endidi_lgan (kultural},

meskipun tanpa ‘heading’ anti terorisme.

*Perpres Rl Nomor 46 Tahun 2010 tentang BNPT Pasal 23, yaitu tentang Satuan Tugas {Satgas) berbunyi: (1) Uniuk
melaksanakan tugas dan fungsi, di lingkungan BNPT dibentuk Satuan Tugas-Satuan Tugas yang selanjutnya disebut
Satgas yang terdinl darl unsur-unsur instansi terkait. {2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Satgas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat mefibatkan unsur masyarakat. Unsur masyarakat yang dimaksud adalah dapat berasal dari
kalangan TNi, Polri, institusi tertentu, seperti Majelis Ulama Indonasiz, Kementerian Agama; organisasi masyarakat dan
tokoh masyarakat. Wawancara dengan A, Sanusi, 16 November 2011, Kemudian Perpras Rl Nomor 46 Tahun 2010
tentang BNPT Pasal 36 avat (1) menyebutkan bahwa BNPT memiliki tugas dan fungsi koordinasi yang dilaksanakan
dengan pimpinan lembaga pemerintah balk pusat maupun daerah, lembaga internasional, kompuonen masyarakat,

* Lihat Rima S.1. Putri, BNPT dan Civil Sodiety, Studi Kasus: Ketidakterlibatan Muhammadiyah Dalam Nota Kesepahaman
Bersarma Antara BNPT dan Organisasi Massa Islam, Tesis 32, {Jakarta: Universitas Pertahanan indonesia, 2011)
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~ Gambars. ?e_n:dét{éfca{h' __Ku_lmfréi Muhammadiyah

Peran gﬁ@!ﬁfzf?@ﬁﬁﬁﬁaﬁﬁiriédiyah aa_aiah dengén ﬁﬁ_eﬁdla‘k.formaiisasi Negara Islam

dan mendukung berdirinya NiKRI, meﬂgéﬁabangka.n'civfc ed@cﬁﬁon, melakukan penguatan
nilai-nilai demokras; dan HAM serta mendukung penegakan hukum dan good governance.
Peran sosm! dfm e%mmm; Muhammada;ah dilakukan dengan pemberdayaan sosial dan
ekonomi yang berfokus pada masyarakat bawah, serta melakukan interfeith based
humanitarian program.” Peran diplomasi Muhammadiyah bertujuan untuk menjembatani
konflik antar peradaban, menghilangkan Islamophobia dengan menunjukkan bahwa Islam
adalah agama rahmatan lil alamin, salah satunya melalui World Peace Forum, forum dialog
internasional yang digagas Muhammadiyah. Kemudian, untuk menujukkan bahwa islam
adalah agama vyang inklusif dan bekemajuan, Muhammadiyah melakukan
penandatanganan Mota Kesepahaman Bersama dengan Pemerintah Australia dalam
bidang kerjasama pendidikan, pertukaran budaya, penguatan demokrasi, good
governance, pembangunan masyarakat toleran, peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Pendekatan Eﬁ:uimmﬂ Muhammadlyah yang di!akukan maiaiuz seko!ah seko!ah
...Muhammaciayah juga bermuatan nslax»mlat anti terorisme kafena meﬂanamkan tiga ha!
yaity, Islam moderat, rasionalitas dan nilai-nilai modern, seperti demokrasi, HAM, dan

inklusivitas.

Muhammadiyah menyatakan tidak mengadopsi framework anti terorisme global.

Dengan begitu, Muhammadiyah merasa perannya lebih substantif ketimbang normatif,

“interfaith program untuk meredam kebencian antar agama .
50 Jurnal Pertahanan Mel 2012, Velume 2, Nomor 2




'.'-men;angkau masyarakat iebzh Euas c:lan berdampak ]angka pan ang Hal tersebut ]uga
-3 '_d:aku: o[eh BNPT dan masyarakat : : '

'-_3-:'_Force Ffe.'d Ana!ys;s. Ker;a sama BNPT dan Crmi Secrety Stud: Kasus Ketedakter Ebatan '

i -fMuhammadsyah daEam Nota Kesepahaman Bersama antara BNPT-_dengan Ormas %siam

1 KsndISl Bdeai Hubunffan Ker;asama Antara SNPﬂ dan C:wl Soc;ef:y .

_'E\ondaSt ldeai hubungan kerja sama antara BNPT dan civil soc:ety, sebagat salah satu
elemen masyarak.at meru;uk pada beberapa kebajakan yaztu Pertama, Pen;etasan Atas
.Peraturan Pemermtah Penggantt UU R No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Teror:sme, yang menyebutkan

“Masyarakat ‘Indonesia adalah masyarékat yang multi - etnik, béragam dan
mendiami fatusan ribu pulau-pulau yang tersebar di seluruh wilayah nusantara serta ada
yang letaknya berbatasan dengan negara lain. Dengan karakteristik . masyarakat
Indonesia tersebut seluruh komponen bangsa Indonesia berkewajiban memelihara dan
meningkatkan kewaspadaan menghadapi segala bentuk kegiatan yang merupakan tindak

pidana terorisme yang bersifat internasional”.”

Selain itu, “Pemberantasan tindak pidana terorisme di Indonesia merupakan
kebijakan dan langkah antisipatif yang bersitat proakiif yang dilandaskan kepada kehati-

hatian dan bersifat jangka panjang”.** Kemudian, dalam Visi BNPT tercantum:

“Mewujudkan penanggulangan terorisme dan radikalisme melalui upava

membangun sinergi antara institusi pemerintah dan masyarakat meliputi pencegahan,

PSelain jtu juga disebutkan, “Terorisme yang bersifat internasional merupakan kejahatan yang terorganisasi, sehingga
pemerintah dan bangsa indonesia wajih meningkatkan kewaspadaan dan bekerjasama memelthara keutuhan NEKR?
Lihat, Himpunan Peraturan tentang Penanggulangan Terorisme, {Jakarta: 8NPT, 2011), him. 29.

*bid,
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._perfmdungan, pemndakan dan derad;kahsass serta meningkatkan kewaspadaan nasional

. dan kerjasama internasional untuk men;amm terpeliharanya keamanan nasional”.”

Se]am rtu, Mandat Penanggu!angan Terorisme adalah

“Teronsme berawa] darr randkalan keg:atan yang: dilakukan . cirtengah aktw;tas-

f.masyarakat sehan hart sehmgga sangat mungkm ge]ala awal terorisme dapat dldeteksa___- L

' serta dlelimamr dengan mehbatkan peran masyarakat Untuk itu perlu dibangun spirit dan

komitmen bersama secara nasional dalam upaya memezangx terorisme””.”

Pemerintah dan
masyarakat wajib
hekerjasamadalam
pananganan
ferorisme

Pemerintah membangun sairit dan
komitmen bersama secara nasional

Gambar 6. Rangkuman Kebijakan Hubungan Pemerintah dan Masyarakat

dalam Penanganan Terorisme

Pada tataran operasional, kebijakan tersebut seharusnya diterjemahkan sebagai
berikut: “pemerintah proaktif membangun sinergi seluruh komponen bangsa dan
masyarakat partisipatif - terhadap program-program pemerintah”. Namun, yang
terpenting adalah pembangunan sinergi, spirit dan komitmen nasional merupakan
tanggung jawab terutama pemerintah.”’ Secara lebih spesifik, Azyumardi Azra
mengatakan. bahwa BNPT seharusnya. mampu menggandeng. Muhammadivah dan NU

secara komprehensif dalam upaya anti terorisme nasional.”

*lbid., him.28

*®Rencana Strategis BNPT Tahun 2070-2014. { Jakarta: BNPT, 2010)

Twawancara dengan Bambang Pranowo, 12 Januari 2012,

28Azyumazfdi Azra, 10 Januari 2011, korespandensi Email; Bambang Pranowo, wawancara pada 12 Januari 2012, dan BNPT.
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KOﬂdlS! Terksm Hubungan i(er;asama Antara SNPT dan C: "I_-'-._S‘_o_c':_ief_y'.._ e

"'__-":-'Sejak d;dmkan "-pada tahun 2010, BNPT teiah me!akukan berbagaz bentuk ker;asama.:-. :
'“.__;dengan Eembaga Eembaga pemermtah dan non pemerfntah 29, Sepertl te]ah disebutkan,f

._"E_pada Agustus 2011 BNPT meiakukan penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama_'-

fsdengan berbaﬁal ormas dan'Eembaga Istam?“’

3-'_:kerjasama tersebut'_

L Mushch

T@rhadap beium terbangunnya hubungan ker;a sama BNPT dan Muhammadlyah

= dalam upaya antt teror:sme naszonal R;efql Muna menyampa:kan knt:knya “Niungkm
:'pemermtah akan balang sudah namun se]auh yang saya tahu khususnya daiam bldang
counte__r terorism, officially, belum. BNPT, they never forcm!ly talk to Muhammadlyah. They
do talk overseds “that Muhammédiyah involved.” Tapi Fidak™ada ajakan _ap_épﬂ;h”?z
Menanggapi hal tersebut, Staf Ahli BNPT Heri, mengatakan: “Kami tidak méragﬁ_kan jika
Muhammadiyah memiliki perhatian besar terhadap ancaman terorisme dan memiliki
komitmen untuk memeranginya. Namun, kesulitannya adalah bahwa Muhammadiyah

tidak memiliki program anti terorisme”.

Wawancara dengan A. Sanusi, 16 Novemnber 2011.

PUBNPT-Ormas Islam Siapkan Deradikalisasi Teroris”, 11 Agustus 2011, dalam httpiffwww. jurnas.comfnews/37000/BNPT-
Ormas_islam_Siapkan_bDeradikalisasi Terorisfi/Nasional/Hukum, diunduh padz & Desemnber 2011,

¥Wawancara dengan Zakky Mubarak, 14 Desember 2071,
Pwawaricara dengan Riefqi Muna, 14 Oktober 2011,

yawancara dengan Heri, 16 November 2011 Sehenarnya, jauh sebelum Nota Kesepazhaman Bersama tersebut
dibangun, NU sudah banyak melakukan program deradikalisasi mandiri melalui penanaman paham islam ‘tengahan’.?

MU juga telah menjalin kerjasama dengan berbagai institusi pemerintah, seperti Kementerian Dalam Negeri Bl dan

Kementerian Agama RI. NU juga secara eksplisit menyatakan komitmennya, berkali-kali pada media, untuk memerangi
terorisme dengan membentuk program-program anti teror. Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama mendirikan
Satgas Deradikalisasi Pelajar.™ Gerakan Pemuda Ansor membentuk Barisan Serba Guna Detasemen Khusus 9y dalam
rangks membantu polisi menghadapi kelompok garis keras yang ingin membubarkan NKRI, mencederai Pancasila dan
UUD 1945, Lihat, "Hadapi Kelompok Garis Keras, Banser NU Beniuk Densus 99", 7 Juli 201, dalam
htt;}:,’jwww.repubiika.cc.id/berita/nasiona]/umum/11!07!1Silogz41-hadapi-keiompok»garis~kerasnbanser-ﬁu~bentuk~
densus-9g, diunduh pada 8 Desember 201.

Ormas islam lain yang terlibat dalam penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama tersebut adalah tembaga Kajian
Islamn dan Percdamaian (LAKIP). Pada tahun 2010, LAKIP melakukan kajian dan menemukan adanya kecenderungan siswa
se-fabodetabek saat ini tengah mengalami peningkatan pemikiran radikal. Maka kemudian LAKIP mengadakan Intensive
Course jor Peace Buiiding. Hasil kajian dan program, tersebut lantas dipaparkan pada MPR, Kementerian Agama Rl,
Kementerian Pendidikan Nasional R, Dewan Pertimbangan Presiden, termasuk BNPT, sehingga akhirnya BNPT turut
menggandeng LAKIP dalam Nota Kesepahaman Bersama. Lihat, wawancara dengan Sambang Pranowo, 12 januari
2012,
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U "adaiah pihak yang melakukan_m:sms; S

L __.hubungan Muha'mmaésyah dan BNP be_umz Perrzah . i

':-::-terbangun dan beium dlmuiai, seper‘tz dlakur oteh Dn’ektur Derad;kahsa& BNPT trfan




- 3. Faktor~faktor Pendukung Pembangunan Kerjasama BNPT dan Muhammadlyah

_"-'Penul:s merangkum beberapa keb: akan BNPT untuk menbatkan seluruh c;wf socxety. i

:tanpa terkecuah termasuk Muhammadlyah Permma BNPT menyaiakan txdak pshh kassh -

.' ::seperti dmyatakan Kepala Urusan Umum Anwar Sanus;, bahwa' “BNPT tlda]< pthh kasah

: f.?'::_f.masyarakat.’_}- Pada :‘n_tmya_ _BN.PT ada[ah _m'hk bersaman. Kedua, unsur poht:s ’mda]_

-'-.:-jkarena amanat Peratura ¥

yan:u mehbatkan seluruh e%emen

”f'-mempengaruhr keputusan BNPT. untuk membangun ker;asama dengan crv:! soc;ety_';-_':__' )

s 'tertentu > Ketrga, tercantum dalam Arah Kebqakan dan S*i:rategl Nasional BNPT bahwa' :

.'; 'saiah satu tantangan BNPT adalah meyakmkan dan memaksma!kan peran seiuruh_-__
-._k_omp_onen _bas_j__gsa_ dan, ne__zga_ra ‘bahwa terorisme adalah musuh.yang harus. dihadapi
secara bef_sama_—_sama dan 's'e_k:uat_ tenaga sehingga aksi terorisme di wilayah NKRI dapat .'
dicegah.”:. Kebijakan tersebut . diterjemahkan dengan gencarnya BNPT melakukan
sosialisasi ancaman terorisme, tupoksi BNPT dan bagaimana masyarakat dapat ikut
be;‘peran_serta.36

‘Penulis juga merangkum bahwa Muhammadiyah memiliki keprihatinan terhadap
ancaman terorisme dan beritikad baik untuk bekerjasama dengan pemerintah dalam
penanganannya. Pertama, Muhammadiyah menyatakan terorisme, komodifikasi agama,
serta kecenderungan kemunculan gerakan radikal di bidang sosial, politik dan agama
sebagai masalah serius yang menjadi perhatian organisasi.’’ Kedua, Muhammadiyah
menyatakan pandangan keislaman yang menggelorakan misi anti perang, anti terorisme,
dan anti kekerasan.® Ketiga, Muhammadiyah mengatakan bahwa pemerintah seharusnya
berada pada garda terdepan untuk memimpin upaya-upaya masyarakat.”® Hal feu
menyiratkan bahwa Muhammadiyah menganggap peran pemerintah penting untuk
mem;mpm mengarahkan, dan mengkoordinasikan potensi-potensi masyarakat daiam
'upaya anti terorisme nasional, sekahgus menyiratkan bahwa sxkap Muha‘nmadsyah”

terbuka terhadap pemerintah.

*Wawancara dengan A. Sanusi, 16 November 2011,

#"Rencana Strategis BNPT Tahun 2010-2035", (Jakarta: BNPT, 2011}, him, 48-49, 66
*Tupoksi: Tugas, tanggung jawab dan fungsi

FProgram Muharnmadivah 2010-2015

¥ agenda Muhammadiyah Abad Kedua

PWawancara dengan Y. Warsim, 24 Oktober 2011
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4 Faktor-faktor Penghambat Pembangunan Kerjasama BMPT dan Muhammadlyah :
| _.-:'_._:_Terdapat beberapa faktor penghambat yang meﬂﬂ‘aklbatkan t[dak ‘ierbangunnya'f-t;_: .
-"__'.ker;asama BNPT dan Muhammadiyah Yaltu sebagat berlkut il ' s

: '."referenSt teronsme saat ml jumb!ed (campur aduk) dan harus. drpertanyakan secara

:-kr;tts - Sebagalmana men;ad: parad;gma mternas:onai ancaman terortsme selalu
.:dikaltkan deng’an Istam; meskrpun daiam konteks radtkahsme Paradtgma tersebut
terkesan ;uga menjadi persepsi pemermtah Mesk:pun hal itu, menurut penuhs adaiah

] konsekuens: populass penduduk mdoneSIa yang mayorltas adalah musizm

Secara Iebah spesn‘sk banyak program program BNPT semnsal semmar
deaad:kahsasn selalu menyasar ka]angan [siam radikal Hal tersebut menrmbulkan dua
impiikasi, yaltu, Pertama meiekatnya kata islam sendm adaiah perlhal yang sensntif yaﬂg
dapat memicu ketidaksepahaman antara pemerintah dengan Muhammadiyah sebagai
ormas Islam -besar. Lalu, Kedua, terdapat perbedaan persepsi antara pemerintah dan
"Muha'mma”diya‘h dalam memandang penggunaan terminologi ‘radikal, radikalisme, dan
deradikalisas?. Menurut Riefqi Muna dan Abdul Mu’ti dari Muhammadiyah, radikal
memiliki makna positif. Namun karena disalabartikan seperti halnya jihad, maka makna
radikal berubah negatif. Radikal berasal dari kata radics (akar), sehingga pemahaman

radikal dapat diartikan sebagai pemahaman yang mengakar. “Apa yang salah dengan

dalam konteks relzgl, pka kKeimanan seorang umat mengakar, malka keimanamya tidak
akan mudah goyah”."" Abdul Mu’ti sependapat, dengan mengatakan bahwa jika orang

Islam ingin beragama dengan baik, dia harus radikal dengan keislamannya.

Masalahnya, konstruksi pemahaman barat meletakkan terminologi ‘radikal’ identik

dengan eksklusifitas komunitas, atau pada tingkatan yang lebih ekstrim, ‘violence’.

* Wawancara dengan Riefgi Muna, 14 Oktober 2011,
bid.
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"__"_”'of such a thmg? Menurut Muhammadzyah termmologl termmologl yang d]pakal sebaga:




. Padahal, tidak: semua.yang, radlka[ dalam beragama menjadi: eksklusif .dan melakukan

tsndak kekerasan

' “Saya radikal, saya pur;‘s:an, namun saya lnkfusn‘ dan tidak mengapa bergaui

' dengan banyak plhak Jika mereka mengatakan bahwa puritan menjadakan seseorang

=N eksklusn‘ daiam konteks hubungan 505131 xtu tlda§< benar Terkait teoiogl, imaka’ harus =

. .".__.;'f,'__ekskiusﬁ Orang Eslam harus menyembah pada Allah dan tldak boleh. pada ‘Allah dan Iam-_.. Ly

- lain’, Or__a_ng Islam harus sholat sesuai dengan tuntunan yang benar dan tidak bisa dengan
‘i_:un_t_unah yang umum. Saya pribadi kepada NU dan kaum norrmuslim dapat ber-interaksi
dan bekerjasama dengan baik (dalam konteks hubungan sosial). Namun terkait akidah,

tidak bisa”.*

Ketika seorang teroris mengatakan diri dan kelompoknya adalah kaum radikal;
maka konsep radikal seperti itu adalah konsep radikal dalam pikiran terbatas yang dia
pahami atau dipahamkan oleh orang lain kepadanya. Dia tidak punya kesempatan untuk
menggunakan nalar dan logikanya untuk melihat realita. Karena begitulah doktrin yang

membatasi ruang berpikirnya. Maka Riefgi Muna kembali menegaskan bahwa:

“GCeneralisasi bahwa terorisme selalu bermotifkan Islamic radicalism adalah
dangerous presumption. Bukan lagi praduga tak bersalah namun praduga bersalah
terhadap Islam yang dianggap sebagai bagian terorisme, meskipun diciutkan lagi bahwa
lax specialist-nya adalah radicalism. Terminologi radikal yang digaung-gaungkan ke publik

bisa salah arah atau misleading, jika tidak diletakkan dalam gambaran yang lengkap”.?

Sementara pada Perpres Ri Nomor 46 Tahun 2010 tentang BNPT rad:kalasme
menjadl referensn pemerintah bag1 ancaman terorisme di lndonesra - dan deradikalisasi
sebagai salah satu metodologi anti terorisme; seperti tercantum sebagai tujuan BNPT,
yaitu “Menurunnya ideologi radikal dan tindak kekerasan serta propaganda ideologi
radikal”; visi BNPT, yaitu "Mewujudkan penanggulangan terorisme dan radikalisme”; dan

misi BNPT, yaitu ”"Melakukan deradikalisasi dan melawan propaganda ideologi radikal””.

¥ Wawancara dengan A. Mu'ti, 7 Oktober 2011,
B Wawancara dengan Riefgi Muna,14 Oktober 2011
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. __"'"termmolog_,

""::_gterhadap lslam 4 Darz pen;elasan tersebut penuhs mei:hat perbedaan cukup mendasar,:

._.antara' Mu_hammad;yah da“._"NU dalam : meny;kapl _fsu teror:sme Daiam kontekS::._-:.' -

mlsalnya U. : menyatakan "'bahwa. __ orgamsasmya terblt..:ka terhadap e
."'_'_'pemaknaan sesua: komeks Sedangkan Muhammadnyah akan cenderung melihat”:_; =
f_.__.j_:.-termmologx tldak hanya sebaga; sebutan namun mengkajz !eb:h daEam dan subsrant:f .
g _dlmana hal tersebut merupakan cermman pemahaman ldeologts Muhammadlyah yang - .
:-Ieblh purstan ' | : | ' '
| Dan penja_bar_an diatas, penulis _b_erpeh_da_pat bahwa terorisme merupakan isu yang
-_sensi_tif-;bagi__-Muham_ma_diy_ah, di_karenakan dua hal; yaitu: Pertama, meskipun sama sekali
ti_c_:fak_ dapa% _'d._i_kait_kan antara satu sama E.ainnya,_masyarakat awam _ akan -cenderung
| .m_er.nberikan étigma bahwa terorisme dan radikalisme Islam lebih melekat pada
Muhammadiyah yang lebih puritan secara ideologis, ketimbang NU. Kedua, radikalisme
dan deradikalisasi adalah konsep yang masih menjadi kontestasi. Sulit atau tidak ada
indikator untuk mengukur apakah tingkat keberagamaan seseorang dapat digolongkan
menjadi sangat radikal, radikal atau tidak radikal; kemudian pada taraf apa seseorang
yaﬁg berpaham radikal dapat dikatakan salah atau kebablasan. Sementara, bagi
Muhammadiyah pemaknaan dan pemahaman seseorang tentang keberagamaan sangat
beragam. Ada yang tengah, ada yang sedikit radikal ke kiri atau ke kanan. Bagi
Muhammadiyah, pikiran seseorang tidak dapat dihakimi. Seseorang yang radikal namun
tidak memiliki niat untuk melawan hukum tidak dapat dipersalahkan. Sekali lagi, konsep
"fadi%aiisrﬁe dan-deradikalisasi adalah konsep yang masih ménjadi pérdebatan dan sarat
akan kritisi bagi Muhammadiyah.

Kedua, ideclogi dan paradoks internasional. Secara ideclogis, radikalisme Islam
sangat terkait dengan tujuan purifikasi agama Islam berdasarkan Al-Qur’an dan Sunnah,
dari nilai-nilai yang dianggap menyimpang, yang diusung oleh paham salafisme dan

wahzbisme. Namun karena ekstrimnya pilihan politis beberapa aliran salafisme,

*Wawancara dengan Zakky Mubarak, 12 Desember zo11.
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paradigma barat lantas melakukan generalisasi dengan mengatakan bahwa kaum salafi

dan wahabi adalah -‘kKaum.yang bertanggungjawab terhadap beberapa aksi terorisme:

~-internasional. Paradigma:itulah yang lantas diadopsi mentah-mentah oleh banyak negara

;_d__i_dun__ia,_tak_terkecua[i Indonesia, -

“Padahai Muhammadlyah kan sala”ﬁ, bah%\an Azyumard[ Azra’ menyebut- :
'Muhammadlyah sebaga[ kelompok salafi tengah Hanya bagalmana Muhammadi yah
~memahami Al Qur'an dan As-Sunnah serta mengimplementasikan purifikasi akidah

berbeda dengan kelompok garis keras. Muhammadiyah tidak pernah setuju penggunaan

cara-cara kekerasan”. ¥

Salafisme memiliki banyak varian, sehingga tidak bisa digeneralisir. Tidak semua
salafi, tidak semua wahabi, adalah teroris atau orang-orang yang memilih jalurjalur

kekerasan untuk melakukan purifikasi akidah atau untuk mencapai tujuan politisnya.

“Jamaah tabligh adalah salafi, namun mereka tidak setuju dengan aksi tercrisme.
Bahkan mungkin Baasyir, saya membaca pernyataannya di media massa, jika dia jujur,

bahwa dia ingin menegakkan Syariat Islam (di Indonesia) memang iya, namun dia juga

3 45

tidak menyetujui pernakaian aksi-aksi kekerasan, seperti bom bunuh diri”,

Lebih lanjut, Azyumardi Azra mengatakan bahwa sumber ideologis terorisme
adalah neo-Khawarij, yang berbeda dengan wahabisme dan merupakan spektrum paling

keras dari salafisme.”

Dalam ‘tulzsamnya yang berjudul “Komodifikasi  Terorisme”, Abdui Mu Ti
mengaLakan bahwa latar belakang pelaku terorisme kini semakm beragam. Teori iama
yang mengkaitkan terorisme dengan salafisme, wahabisme dan paham [slam puritan

lainnya sudah usang. Tidak sedikit aktor terorisme yang berasal dari kalangan keluarga

“wawancara dengan A. Mu'ti, 7 Oktober 2011,

* fhid,

¥ Azyumardi Azra, 10 Januari 2011, korespondensi Email.
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_Ah!ussunnah yang' _:'

i C:rebon malah sangat NU A2,

"'z:':memandang cara cara berptklr pEurahs sebagat sunazul!ah Sepert; tekah dusebutkan,__-:"_'_"

Keempat penanganan terorasme .melagm dea‘adlkahsasa Antz terorssme adalah
:_:_:upaya upaya untuk mengurangz, menghﬂangkan serta mencegah poten51 terorrsme
."':'meiaiul soft approach Lalu bagalmana anta teronsme dnmp!ememta&kan dalam sebuah
. 'metodologﬁ Apakah harus seiafu memakaz metodologr yang dlkehendakr oleh *kerangka
makro - g!obai war on teroﬁ Muhammad;yah tidak berpiktr sepertl itu. Menurut
"_I__f\/iuhammadlyah me’codoiog: atau pendekatan ant; teror;sme t;dak harus sama dengan
framework global, yang kemudian diterjemahkan menjadi konsep -der_adrkahsasz. Jika
berpatokan pada “systematic targeted current program on dnti terorism”, sebagaimana
yang dipahami dan dipahamkan diskursus mainstream global kepada negara-negara di
seluruh dunia, dimana strategi dan Pprogram: anti terorisme seolah-olah harus seperti yang
digariskan oleh Pentagon a’cau CiA haI ’tersebut tidaklah wsrbie dz Muhammadlyah bahkan
NU,

Meskipun begitu, tidak bisa dikatakan bahwa Muhammadiyah tidak berperan

dalam upaya anti terorisme.” Metodologi anti terorisme menurut Muhammadiyah,

A, Mu'ti, 23 Juni 2011, “Komodifikasi Terorisme?” dalam
‘htip:lgagasanhukum.wordpress.com/zorifosf23/komodifikasiterorisme/, diundub pada 19 Desember 2011,
“wawancra dengan A. M, 7 Oktober 2011,

Wawancara dengan Riefqi Muna, 14 Oktober 2011, Deradikalisasi dipahami sebagal upaya untuk membuat pernahaman
tidak radikal. Paciahal tidak ada indikator untuk mengukur suate pemahaman radikal dapat dikatakan berbzhaya atau
tidak. Kekhawatiran Muhammadiyah terbukti. Lima ormas berbasis Islam radikal, pada 18 Desember 2011, yaitu Gerakan
Reformasi isiam (Garis), Front Pembela Islam (FPI), Forum Umat Islam (FUI), Jamaah Anshorut Tauhid (JAT), dan Majelis
Mujahiddin Indonesia (MMI); menyatakan penolakannya terhadap proyek deradikalisasi BNPT. Menurut mereka,
deradikalisasi adalzh upaya penjajaban bary, yang secara sistematis memecah belah umat Islam, menarngkal akidal
sekaligus mengamputasi perkembangan gerakan Islam, Lihat di #. Budi, 19 Desember 2011, "5 Ormas Islam Tolak
Proyek Deradikalisas! Eks Teroris”, dafam http:/prww.detiknews.com/fread/2011/12/19/100223/1794200/10/5-0ormas-islam-
tolak-proyek-deradikalisasi-eks-tereris, diunduh pada 19 Desember 2011,

“pazyumardi Azra mendefinisikan deradikalisasi sebagal upaya pencegahan dan ‘periyembuhban’ orang atau kelompok
radikal, Azyumardi Azra, korespondensi Email, 10 Januari 2011,

**Wawancara dengan Riefai Muna, 12 Oktober 2011.
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_'oderat ‘*8 Mu’tl menambahkan bahwa Iatar_beiakang :-'pelaku bom_z-ﬁj_f’_ ._ "j::_

- Ket;ga, konsep piurahsme beragama, dlmana Muhammadlyah mendorong dan'_:"j"f_ _ -




' diiakuka'n? : 'dengan.'a{ig'a--.'caré,”:-'yafi"ta.:“-"Pertama,-'Preefferts,'_.dalam rangka 'memégazh." X
: 3_f_ -pemahaman yang saiah dan menanamkan pemahaman yang benar, meia!uz pend:dtkan

yang secara konsasten d[kembangkan o!eh Muhammadeyah

“Subfantrai ant; f:error;sm rs cenfrommg the mmd thaiz v:o!eﬂce is the Oz’“f}/ mean,”

"""'-:"f-f.-Pr@e‘forts IS thmugh the way of teachmg and preachmg system Educatzon reduces the

il poss:b:hty of m:sunderstandmg, yand berpengaruh pada cara berplkw masyaraka’c If
"someone is - educated, Lhey become more en!fghteﬁ, free thinking, do better. Tidak

- menggunakan cara paak wo!ence um:uk menyampaskan Luntutannya” >3

‘Kedua, Post-efforis atau deradikalisasi yang digaungkan oleh banyak pihak, namun_'_ .'

tidak begitu populer bagi Muhammadiyah; Ketiga. Pendekatan struktural melalu

pemberdayaan masyarakat sosial. Muhammadiyah memiliki konsep bahwa Islam adalah
rahmatan lil alamin sehingga adalah kewajiban untuk menegakkan ‘sustainable peace and -
development’ melalui berbagai amal usaha di bidang pendidikan, sosial politik dan

ekonomi, terutama pada tataran masyarakat bawah

cufttral
GBGIGGCH

Post- " deradicalisation j

RN
gﬁ P

struciursl
epprooch

Gambar 7. Upaya Anti Terorisme Menurut Muhammadiyah
Terkait konsep dan program deradikalisasi pemerintah, Muhammadiyah memiliki

beberapa lkritik, vyaitu, Pertamg, Muhammadiyah berpandangan bahwa tujuan

deradikalisasi tidak sinkron dengan tujuan anti terorisme. Jika ada orang yang berpaham

1hid.
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: agama radlkaE namun tadak berkemgman untuk’ me!akukan teror, apa gunanya program _

derad:kahsas:’ Begltupun seba!tknya k@t;ka ada’ orang yang berpaham agama dangka!

: namun bem;at untuk melakukan teror, program deradskahsasx pun t;dak artmya

8 :"'.::'-'_3'.seoiah _:lw (derad:kalfsaSI)

S .:':':'-"means b:sakah seseorang tersebut dxa;ak dlskuSt untuk deradukaiasas:’ Deradxkahsas:

r :{.t;dak sama, an‘c: terorisme Orang yang berptklran untuk commzt melakukan. wo!ence A

o tidak bisa di- deradlkahsasa How to. educate how to channef 1deas men;adi pentmg” P

Kedua, Seminar vs Man to Man Approach. Muhamrﬁ'adiyah menilai BNPT selama ini
terkesan hanya bekerfa dari balik meja dengan mengadakan seminar-seminar
deradikalisasi selama satu atau dua hari. Padahal pola rekrutmen terorisme tidak melalui
seminar-seminar, ‘melainkan pendekatan orang per-orang (man to man approach).
Dibutuhkan pendampingan dan pembimbingan, yang selama ini tidak pernah dilakukan
oleh BNPT. Ada kesan bahwa seminar-seminar deradikalisasi BNPT hanya merupakan
‘proyek internasional’ pemerintah, dengan BNPT sebagai operatornya.® Ketika
penanganan terorisme berpotensi menjadi komoditas dalam bentuk proyek-proyek
berdana, maka seminar-seminar yang diadakan tidak akan menyentuh substansi dan akar
permasalahan terorisme. Ketiga, penyebutan ‘deradikalisasi’ sendiri menimbulkan stigma
negatif, bahwa seakan-akan peserta program tersebut telah atau berpotensi berpaham
radikal. Sebenarnya, Muhammadiyah dahulu sering mengadakan seminar-seminar
deradikalisasi secara mandiri. Namun, seringkali dalam forum tersebut, beberapa warga
Muhammadiyah ‘menudub’ bahwa program deradikalisasi tersebut adalah program
pemerintah kepanjangan tangan pihak asing.”® Bambang Pranowo mengatakan bahwa
program-program BNPT seharusnya tidak menonjolkan kesan anti terorisme dan

deradikalisasi-nya. Karena, penghimpunan masyarakat tidak akan efektif jika sudah

*ibid,

® M. Budi, 10 Desember 201, "5 Ormas lIslam Tolak Proyek Deradikalisasi Eks Teroris”, dalam
htto:/fwww.detiknaws. comfreadfzcrhiaigheorzaizgazo0/10/s-ormas-islam-tolak-proyek-deradikalisasi-eks- “terors,
diunduh pada 19 Desember 2011,

*Wawancara dengan A. Mu'ti, 7 Oktober 2011,
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:j:.terorfsme dan'bzsa jadl pola Pemahaman Yang dlpakar oleh BNPT dan pohsl saat ml adalah

. ".ﬁ'__.‘terstxgma 5"". Deradikafisasé juga --memunculkan -kesan; eksk!usiﬁtas- -sehingga. prograrm

: ":_"men]acil kurang popules‘ dan gagai menyentuh masyarakat sebanyak banyaknya
Kehma, adalah p@hhsas: temrssme, sepertr dmyatakan oleh Sekretans PP'_-{'-_‘

Muhammadtyah Abdul Mu’tl “Masaiahnya terdapat banyak faktor dan agenda di balik aksr

e ofa kons 1ras;” Sxkap pemermtah terkesan membzn unvkan Contohnya men enal..

"'-':'IPEﬂangkapan Abu Bakar Ba asylr, serta penenwan Ma]ehs Mu;ahiam lndones;a dan_' |

ER Ansyarud Tauhld sebagar target operasx polisi. “Apakah ingin menarget paham rad;kal &
: :orgamsaSI atau ‘Ba asy;r—nya?”_sg- Padahal Abdul Mu’ti, Ba’asyir dan jarmgannya yang_ 3
terbatas bukan ancaman yang berbahaya bagi masyarakat. Gagasan-gagasannya tidak
berdasarkan ;Semahaman agama yang kuat, tidak membumi, tidak akan popular bagi.'
masyarakat, sehingga tidak akan berbahaya.®? Terkait hal itu, salah satu editor Harian -
Republika Rahmad Budi Raharjo berasumsi bahwa Indonesia membutuhkan jawaban atas
tekanan internasional terkait siapa zktor intelektual yang bertanggungjawab terhadap
aksi terorisme di Indonesia dan yang menghubungkan jaringan terorisme di Indonesia
dengan jaringan terorisme internasional? Bisa jadi Indonesia tidak memiliki dan gagal
mengetahui jawaban itu, karena begitu kompieksnya ancaman keamanan di Indonesia.
Bisa jadi Ba’asyir hanya kambing hitam pemerintah yang gagal menemukan akar
penyebab aksi terorisme di Indonesia.*®
Kemudian, Abdul Mu’ti dalam tulisannya juga mengatakan bahwa sudah menjadi
pengetahuan publik jika pemberantasan terorisme adalah ‘proyek internasionai”.®’
Selepas tragedi g/11, AS menggelorakan kampanye ‘global war on teror’, termasuk
kampanye Reformasi Sektor Keamanan internasional. AS dan aliansinya menggelontorkan
dana besar dan melakukan berbagai bentuk kerja sama keamanan dengan negara-negara
di dunia, khususnya negara-negara yang rawan terhadap ancaman terorisme, seperti
Afrika, Timur Tengah, Asia Selatan, Filipina, termasuk Indonesia. Hal itu bertujuan untuk

meningkatkan kapasitas dan kapabilitas sektor keamanan di negara-negara tersebut. Di

¥ Wawancara dengan Bambang Pranowo, 12 Januari 2012,
Sywawancara dengan A, Mu'ti, 7 Oktober 2011,

* Wawancara dengan A, Mu'ti, 23 Juni 201y "Komodifikasi Terorisme?” dalam
htipiffgagasanhukumwordpress.comi2o11/08/23/komaodifikasi-terorisme/ |, diunduh pada 19 Dasember 2011,

*“Wawancara dengan R.B. Harto, 15 Desember 2011.
AL MuU't, " Komaodifikasi Terorisme? 7, Op. Cit.
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) 'Indones;a kampanye tersebut ternmp!amentasr, saiah satunya me}aiul pembentukan dan E
) .-pelatxhan Densus 88 Bantuan mtemaszonal tersebut sayangnya ber;mphkasx pada_ 3
- ._pertanyaan masyarakat terhadap akuntabllltas dan ;ndependenSL pemermtah akan-

'_--pengaruh plhak asmg daiam penandanan sektor keamanan nasmna] Abdul Mu’t; e

:meragukan bahwa Densus 88 adaiah genum _[y proyek pemermtah Dananya tldak__'-'_.;_

s m gkf'n' dart APBN karena tsdak ada audﬂ: sehtndga Abdul Mu’tt mempertan.yakan dan.';E

| "'I_"f'mana asai dana tersebut Menurutnya dana hrbah atau hutang harus clear dan stated @

Tuduhan tuduhan semacam dlatas ;lka gagai dtantumpasn oEeh pemermtah dengan
membaﬂgun komumkasr yang bazk dengan masyarakat akan ber;mphkaSI pada sm;sme .
masyarakat terhadap transparan51 dan akuntablir‘cas penanganan sektor- keamanan
nasional, serta andependensn pemermtah dart pengaruh pzhak asing. Kegagalan tersebut
turut andil mengembangkan motif terorisme di Indonesia, dari yang awalnya radikalisme

agama, menjadi kebencian terhadap pemerintah dan -'}ajaran'nya.'

Keenam, Muhammadiyah lebih sependapat jika akar permasalahan terorisme
adalah lemahnya dukungan struktural pemerintah terhadap masyarakat, seperti tidak
meratanya kesejahteraan sosial, tidak terselenggaranya penegakan hukum yang adil, dan
tata pemerintahan yang buruk.”® Permasalah agama sesungguhnya hanya bersifat

katalis.®*

Ketidaksepahaman antara Muhammadiyah dan pemerintah terkait enam aspek
diatas berimplikasi pada pernyataan dan sikap-sikap Muhammadiyah yang clear dan tidak
berani memberikan labelisasi, berhati-hati dan terkesan tidak reaktif. Terkait maraknya
tuduhan ‘proyek deradikalisasi’ pemerintah, Muhammadiyah menunjukkan kesan tidak
ingin terlibat banyak karena tidak ingin terjebak kormodifikasi terorisme.®® Maka dari ity,
I\Auﬁammadlyah tidak menjadikan terorisme sebagai prioritas teratas isu-isu srrategxs
organisasi. Selain pendidikan dan pemberdayaan sosial ekonomi, Muhammadzyah febin
banyak menyikapi isu-isu potitik, demokrasi dan good governance; yang memiliki multiplier
effect lebih efektif untuk mengurangi potensi terorisme jangka panjang. Muhammadiyah

tidak menolak dan menyatakan bahwa terorisme tidak ada, karena faktanya terorisme

“Wawancara dengan A. Mu'ti, 7 Oktober 2011,
®31hi.
wawancara dengan Riefgi Muna, 14 Oktober 2011.

SWawancara dengan A. Mu'ti, 7 Oktober 2011,
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'.'.__securonmd’:ya:tu pemendekan kata securrty dan paranord dtmana semua hai ianta

;memang ada Di kaiangan mtemai Muhammad:yah kepr:hat;nan terhadap -ancaman:

1-_"_-'ter0risme cukup tmggz Muhammadiyah Juga tldak mengaba:kan urgens; penanganannya o

-Ada tanggung ;awab moral Namun mereduk51 segaia persoalan dalam koridor an-tl_'.'”

":teror;sme dxpandang oieh R:efqi Muna terlalu naif. Muna mengkr;tls; d:skursus keamanaﬂ : '

:globai pasc:a trageds 9/11 dengan mengatakan bahwa dunfa saat ini- sedang ‘terkena"::'.

 :' -"_’dlkaxt~kaxtkan dengan. counter teronsm effort ‘Padahal jika- menghitung dan.{.:._."

'membandmgkan_;r_lbqan_ kor_ban_z kecelakaan di jalan raya, dengan ratusan korban tewas

.- akibat terorisme ~mana yang lebih signifikan menjadi ancaman bagi masyarakat, apakah .

respon. pemerintah logis atau tidak?®®

Kemudian, Muhammadiyah tidak membentuk _'
program spesifik anti terorisme - oleh karena itu tidak pernah ada pengajuan proposal
program kerjasama anti terorisme kepada BNPT - karena akan tetap ‘going on’ dengan

peran-peran struktural dan kulturalnya, yang sebenarnya sarat muatan anti terorisme.

“Urusan Muhammadiyah adalah melakukan upaya-upaya kuitural membangun
kehidupan sosial beragama yang toleran, nir-kekerasan dan febih adil. Muhammadiyah
mengedepankan strategi kultural system of belief, dan akan berkomitmen pada jalur itu.
Muhammadiyah berusaha merubah tatanan negara dengan merubah perilaku
rasyarakat, melalui individu, dan mempengaruhi state of mind. Muhammadiyah
melakukan semua itu ta.r.*a.pa labelling anti terorisme. Muhammadiyah biasa-biasa saja,
tidak lantas sibuk dengan ide deradikalisasi dil. Muhammadiyah going on dengan apa
yang sudah dilakukan. Mau orang lain pakai deradikalisasi atau segala macam,

Muhammadiyah tidak perduli”.%

4.2, Konflik Politis

Muhammadiyah adalah organisasi par-excellence, civil society yang berfungsi sebagai
kontrol kritis terhadap kinerja pemerintah. Kritik Muhammadiyah termasuk gencar
menerpa periode pemerintahan Presiden Rl Soesilo Bambang Yudhoyono. Friksi-friksi
politis diyakini berdampak terhadap renggangnya hubungan antara pemerintah dan

Muhammadiyah, seperti tercermin, shb:

*“Wawancara dengan Riefai Muna, 14 Oktober 2011,
“Wawancara dengan A. Mu'ti, 7 Oktober 2071
64 Jurnal Pertahanan Met z012, Volume 2, Nomor 2




“Dalam masa dua tahun terakh:r 'pemermtah sepertmya ada hand;cap untuk
. .-"_-:'-.__'-_membangun komumkasm dengan Muhammadsyah termasuk BNPT ;ucfa txdak banyak

_"meiakukan komunskas&__ciengan Muhammadiyah (mungkln) karena fak‘cor peniaku .

' birokrasx daiam ehafen sikap-sikap (kritis) Muhammadlyah (se[ama ;m) L

i Bambang Pranowo mengakuz bahw terkadang kedekatan poht:s berpengaruh'}j e

3 __-terhadap kuat renggangnya hubungan pemenntah dan masya1 akat Bambang menyebut. i

.__-nama AE: Anwar, yaltu wak1§ ketua NU yang merupakan mantan wakil kex‘:ua BIN Ha!

tersebut secara mformaE pas*zl berpengaruh terhadap keakraban hubungan antara BNPT

‘ ..'-'dan NU. Jusuf Wars:m ;uga mengatakan bahwa Muhammadlyah merasa ieblh dtrangkuf S

'dan lebih sering dia;ak berkomunikasi ofeh pemerintah takkaia wakil presndennya Jusuf
'}\aEEa . Jlka dicermati, Muhammadiyah- pemah menandatangam i\%ota Kesepahaman
Bersama dengan Kemenkopo[hukam takkaia posisi Menkopoihukam dqabat oleh Patrialis
'Akbar ‘Nota Kesepahaman Bersama ;uga d:bangun antara Muhammad:yah dan KPK
ketika p_()SlSl ketua KPK dijabat oleh Busyro Muqodas. Jusuf Kalla, Patrialis Akbar dan
Busyro Mugqodas adalah kader-kader Muhammadiyah. Namun, Bambang Pranowo tidak
setuju jika dikatakan terdapat konflik politis antara Muhammadiyah dan BNPT.
Menurutnya, belum terb_éngunnya kerjasama antara Muhammadiyah dan BNPT hanya
masalah pendekatan saja.”’ Secara umum, Azyumardi Azra juga melihat bahwa hubungan
Muhammadiyah dengan pemerintah cukup baik. Konflik tersebut dipandangnya sebagai
konflik personal antara Ketua PP Muhammadiyah Din Syamsuddin dengan Presiden
Soesilo Bambang Yudhoyono.” Tidak bisa dibaca bahwa sikap Din Syamsuddin
merepresentasi sikap Muhammadiyah secara organisast.” Kemudian, implikasi lain konflik
politis adalah bahwa Muhammadiyah terkesan memandang program-program BNPT

kurang apresiatif, seperti tercermin sbb: “Kerjasama itu hanya retorika. Mereka tidak
p b ]

**wawancara dengan A. Mu't, 7 Oktober 2011.

* Wawancara dengan Y. Warsim, 24 Oktober 2011,

7® Kemenkopothukam adalah Kementerian Politik, Hukum dan Keamanan.
"Wawancara dengan Bambang Pranowo, 12 Januari 2012

? AzyumardiAzra, korespondensi Email, 10 Januari 2614,

“Wawancara dengan Bambang Pranowo, 12 Januari 2012,
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- melakukan é_pa—_apa, jangan-jangan Kkerjasama tersebut dibuat tidak sebagai sebuah A

" panggilan, m_e]_a_iﬂka_n_-formaEita_s untuk menggenapi syarat hukum?.”*

= 4 3 Kenda?a BNPT Keterbatasan wakiu, sumber daya manusna daﬁ anggaran '

"'*--:-f;fBNPT baru dlbentuk pada Langgai 16 _Juli 2010 Oleh karena ltu maSIh banyak masyarakat-

- ':;yang betum tahu mengenal BNPT terka:t kedudukan tugas dan fungsmya Program-f;"‘f-s@r'_ )

'_'prodram Bi\PT pun belum semua tersosm];samkan pada masyarakat Selaln i‘tu',':__
_keterbatasan sumbet daya manw:a dan angga:an membuat BNPT "cldak dapat-‘
' "mengakomodasn semua permmtaan sepeﬁ: mendatangx civil society satu persatu. O%eh_-- ;

karena ltu BN PT merangku% c:wl soaety yang sekiranya dapat dirangkul lebih dahulu.”

4.4. Political will BNPT

Political will terkait bagaimana BNPT menerjemahkan amanat Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Terorisme, serta Visi dan Mandat BNPT yang menyebutkan bahwa pemerintah
harus proaktit membangun sinergi, spirit dan komitmen seluruh komponen bangsa.
Namun jikalau respon BNPT adalah sebagai berikut, maka kemungkinan pembangunan

kerjasama antara BNPT dengan Muhammadiyah akan sulit terjadi.

“Tidak bisa kita menghabiskan waktu dan energi untuk berdebat siapa yang
melaksanakan apa ... Kita sudah proaktif, tapi masak kita harus datangi setiap pintu.
BNPT hanya bicara, yang merespon silahkan datang... Anti terorisme kenapa terlalu
bergantung dengan pemerintah? ... Jika dia datang (kita bantu). Dia harus datang. Dia

butuh kolk??.78

Terkait pernyataan tersebut, penulis kurang setuju, karena, Pertama, BNPT adalah
badan yang diamanatkan dan memiliki kewenangan untuk melakukan tugas

penanggulangan terorisme secara terpusat, terpadu dan terkoordinasi. Hal tersebut

“"Wawancara dengan A. Mu'tl, 7 Oktober 2011,
PWawancara dengan A, Sanusi, 16 November 2011,
“Wawancara dengan Irfan Muslich, 12 Januari 2012.
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'f:fmenyiratkan fungsn BNPT sebagal pemlmpm yand mengarahkan mengkoordmas: seluruh S

:-_{potenSI masyarakat dalam rangka penanganan teronsme secara efektif clan' ef;s;en T

| B _'.-'Kedua, pemersntah seharusnya membutuhkan dukungan masyarakat bukan sebahknya

:_.';'Terleblh'? 'menurut suatu_kapan 'kemampuan arus besar_ Esiam d: Indones;a sepem S

| ';:J.Viuhammad:ya dan_-__NU adaiah bertahan 'a'npa berga'ntung: pada negara

membutuhkan dﬁkungan dari 'm“ sya kat

L "Eva§u351

"_Hubungan keqasama antara BNPT dan Muhammadzyah mem:hk; dua potenSI yaxtu
.-.]Z)OtEﬂSl ideokogt cian potens: orgamsas; Potensr Ideo!ogl adalah bahwa Muhammadlyah |
".‘dan NU memakna: Islam secara moderat Kemudlan Muhammadayah bersama—sama
.dengan NU, adaiah arus utama Isiam !ndonesaa Seorang ulama NU Zakky Mubarak
'mengatakan bahwa Islam di Endones:a adalah Isiam NU jika bukan Muhammadlyah
:s;sanya ada!ah Islam yang mengadop5| model sdeologrs kedua ormas iersebut 7 Sebagai
arus’ utama ‘dua ormas tersebut memiliki kemampuan untuk mempengaruhl optm umat.
Ter!ebah c:iaiam suatu kajsan fslam di Indonesia adalah Isiam ummah, yang sangat taat
pada' ideologi 'mainstream * dan fatwa ulama. Kemudian, Potensi Organisasi,
Muhammadiyah memiliki program, infrastruktur dan sistem yang mapan. Program-
programnya adalah dalam bentuk pendidikan, pemberdayaan ekonomi dan sosial
maéyarakat. Infrastrukturnya adalah dalam bentuk sekolah, rumah sakit dan fasilitas
publik lainnya. Sedangkan system dan struktur organisasi telah terjalin kuat dari tingkat
kelurahan sampai tingkat pusat, bahkan internasional. Program, infrastruktur dan sistem
organisasi tersebut dapat digunakan untuk diseminasi informasi, menumbuhkan
kesadaran publik dan menanamkan pemahaman. Kemudian, dalam konteks sumber daya
nﬂéﬁusia;'muﬁéhﬂmadiyaﬁ memiliki iutaan umat yang tersebar di seluruh Indonesia dan di
luar negerl. Muhammadiyah juga merupakan civil society, wahana bagi para ulama dan
intelektual muslim untuk berkumpul, mewacanakan isu-isu strategis nasional dan

merumuskan pemecahan masalah kebangsaan - sebagal elit keagamaan, para ulama dan

""Sesual teori manajemen, fungsi BNPT kemudian adalah sebagal berikui: to plan, to crganize, to command, to
coordinate, dan to control.

Brizal Sukma & ¢, Joewaono, “Pendahuiuan: Memetakan Pemikiran dan Gerakan Islam Indongsia Kontermporer”, dalam
Rizal Sukma, & €. Joewono {ed), Gerakan dan Pemikiran Islam Indonesia Kontemporer, (Jakarta: CSIS, 2007).

“Wawancara dengan Zakky Mubarak, 14 Desember 2011
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fkaum mtelektual mushm sangat mempengamh; kehldupan masyarakat di- Endonesza tadak- :
'::'-hanya dalam aspek keberagamaan namun juga sosial : dan pohtsk o Yang terakhsr,_:-"_---'i'

o ;"'-setayaknya ormas besar [aznnya, Muhammacﬁlyah akan sela!u menank perhatzan medsa

"Poten51 potensa tersebut merupakan keuntungan bagi BNPT karena Permma,

"'-kemudahan _".gans komando dalam "':semmam mformasz Sepertr dzakw oleh BNPT

- f-:-f_]aragsung Dengan Muhammadlyaﬁ“dan NU, BNPT berharap bisa menjangkau dari tzngkat'_:.r:_:-_--_-.

e ;'._keluarga h;ngga mstltus: yang iebsh besar” 82 L
i waktu dan sumber daya BNPT dalam rangka mencapai tujuan organisasi - terlebih sepertl'_":f”
dnkemukakan oleh Anwar Sanusz kendaia BNPT adaiah waktu, fcerbatasnya sumber daya s

 manusia, dan anggaran

. -',_Kemuc_i_ian,_apakah dampaknya jika hubungan BNPT dan Muhammadiyah tidak
“terbangun? Sebenarnya tidak ada masalah jika hubungan BNPT dan Muhammadiyah tetap . -
-_ da__aiar_n_ ._kondi_si_sgaperti ini. Terlebih, karena Muhammadiyah dan BNPT merasa tidak .

memiliki masalah atau konflik antara satu sama lain. Menurut Irfan Muslich, meskipun
proses dan metodologinya berbeda, sebenarnya Muhammadiyah dan BNPT menuju pada
tujuan yang sama, yaitu mereduksi ancaman terorisme nasional. Menurut teori partisipasi,
Muhammadiyah dapat dikatakan telah berpartisipasi secara tidak langsung terhadap
- program-program BNPT melalui peran-peran kultural dan strukturalnya. Peran-peran
tersebut merupakan kontribusi pemikiran, dana, tenaga, dan sarana Muhammadiyah,

dimana BNPT mengakui hal itu dan mengapresiasi positif peran-peran Muhammadiyah.®

“Secara fisik {(Muhammadiyah) tidak melibatkan diri ramun secara substansi
melibatkan diri. Deradikalisasi adalah bagaimana membuat, tidak terjadi, orang memiliki
pemiki:;én sempit, sangat radikal. Ada banyak cara. BNPT dan Muhammadiyah mungkin

menempuh jalan yang berbeda. Namun, pada akhirnya menuju pada suatu titik. Jika kita

8Rizal Sukma, & C. Joewono, Op. Cit,

"'Media memainkan peran penting daiam proses transformasi masyarakat dan membangun persepsi tentang agama
dan politik. Lihat, F. Jabali & A. Subhan, "Intelektual Muslim dan Lahirnya Rumusan Baru lslam indonesia dalam Rizal
Sukma & C.Joewono. (ed.), Gerakan dan Pemikiran Istam Indonesia Kontemporer, (Jakarta: CSIS, 2007), him. 60-61.

SWawancara dengan Heri, 16 November 2011
Bywawancara dengan trfan Muslich, 12 Januari 2012,
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mencerman, Muhammadryah iebxh cerdas Karena d:a mengatakan, ada atau tldak BNPT

Muhammadiyah tetap b:sa ;aian” 8.

' pendapat BNPT

oy

""'3-ﬂ'.".'---Menurui'__frfan Mushch BNPT merasa bahwa Muhammadlyah tzdak b[sa dapaksa -

i -::':_:BNPT;uga memrhkz pnontas Yang belum mer _ ipon mungkm belum : a'ai:nya d;a terhbai e

3 -:'Mungkm ada stressmg programnya nantt & Terhadap hal dxatas peneht; dapat menenma'_._"'_

Namun, apakah BNPT teEah berupaya membangun komun:kasn dengan

'Niuhammadsyah? Jlka beium, maka Pertama BNPT dapat dlkatakan be!um berhasxi

menjaiankan amanat Peraturan Pemerintah Penggant: Undang- Undang Ri Nom0r1 Tahun

'2.002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme serta Visi BNPT vyang

-:menyebutkan bahwa pemer:ntah proakt;f membangun sinergi dengan masyarakat.

Kedug,  "BNPT ' belum tampil memzmpm merencanakan,- mengarahkan, serta
mengkoordinasi seluruh potensi masyarakat. Karena sesuai amanat Peraturan Presiden R
Nomor 46 Tahun 2010 Tentang BNPT, BNPT adalah badan yang berwenang untuk

melakukan tugas penanggulangan terorisme secara terpusat, terpadu dan terkoordinasi.

Ketiga, secara substantif, .BNPT . belum tampil sebagai organisasi kebangsaan yang

seharusnya mampu menyatukan persepsi masyarakat terhadap isu-isu terorisme, Ada
kesan, bahwa BNPT cenderung merangkul civil society yang se-visi dan membiarkan yang
tidak. Keempat, ketidakterlibatan Muhammadiyah membuat upaya-upaya BNPT relatif

kurang efektif dan efisien.

Saran

Befé_ngkat dari evaluasi tersebut, maka penulis mengajukan beberapa saran, yaitu:
1. Panguatan komitmen BNPT dan Muhammadiyah.

Pertama, dalam pembangunan kerjasama dengan civil society, BNPT berkomitmen tidak

pilih kasih dan tidak ada unsur politis yang terlibat. Komitmen tersebut seharusnya

Yhid,
55 1hid.

Jurnal Pertahanan Mei 2012, Volume 2, Nomar 2 69




diterjemankan. pada tataran riil. Azyumardi Azra mengimbau agar jangan ada kesan
 pemerintah hanya berbasa-basi dan tidak menangani terorisme;secara_kofnp'reh'e'nsif,__“-

‘dengan tidak melibatkan seluruh komponen masyarakat, seperti instansi pemerintah,

organisasi dan -iembada masyarakat institusi pendidikan, keluarga, dsb. i Ka'rena pernah "

.'_.'_dl saiah sa"tu medﬁa diberttakan bahwa Muhammadiyah mengadakan semmar berﬁ:ema
::.:'__'-.__'teronsme dan mengundang Ansyaad Mbaal sebagat pembxcara Namun tanpa alasan yang
.".-_je_la_g,_ Ansyaad_Mba; maupun P._e_rWakulan__BNPT tidak hadir, _drmana hal tersebut d;sesafka_r_{_::-:"_'
oleh Din__Syamsq_d_din dan Busyro Mugoddas.” -
Kedua, dalam arah kebijakan dan strategi nasionalnya, BNPT berkomitmen proaktif
untuk meyakinkan dan memaksimalkan peran seluruh komponen bangsa dan negara.
Maka menjadi kurang tepat jika BNPT merasa telah proaktif, dengan hanya berbicara di
berbagali media, kemudian menunggu civil society yang potensial untuk datang pada

BNPT.

Ketiga, sebagai badan yang berwenang untuk melakukan tugas penanggulangan
terorisme secara terpusat, terpadu dan terkoordinasi, BNPT harus tampil memimpin,
mengarahkan dan mengkoordinasi seluruh potensi masyarakat dalam upaya anti

penanganan terorisme.

Selain  BNPT, Muhammadiyah juga perlu kembali menegaskan komitmen
organisasi dan konsisten dalam pengimplementasiannya. Pertama, Muhammadiyah akan
segera melakukan langkah-langkah untuk memperbaiki dan membangun hubungan yang
harmonis dengan pemerintah, dengan lebih bijak dan netral dalam mengambil sikap
politik.*® Kedua, Muhammadiyah akan menguatkan komunikasi dan membangun
kerjasama strategis dengan berbagai instansi pemerintah®. Pada tataran operasional,
pernyataan-pernyataan tersebut seharusnya diterjemahkan  menjadi  sikap-sikap
Muhammadiyah yang apresiatif dan partisipatif terhadap program-prograrm BNPT.
Sehingga, Muhammadiyah tidak lantas menunggu ajakan pemerintah, melainkan secara

aktif mendekati dan terlibat dalam program-program BNPT. Terlebih karena BNPT adalah

8 Azyumardi Azra, korespondensi Email, 10 Januari 2011,

¥ R Diputra, 1 April 201, “Din  Kecewa Terorisme Selalu Dikaitkan dengan Islam”, dalam
http://news.ckezone.com/readf201/04/01/339/441145/din-kecewa-terorisme-selalu-dikaltkan-dengan-islam, dienduh
pada 2 Januari 2011

¥ aporan PP Muhammadiyah 2005-2010.
$visi Partisipast Kebangsaan Muhammadiyah 2015.
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'_ badan yang baru dan memshki keterbatasan waktu dan sumber daya Ket;ga,_ _

"'-'-'Muhammad:yah akan mengembangkan peran strategls untuk turut mempengaruha

'_"proses pembuatan kebqakan nasnonai agar ber}aian sesua| cn:a c:ta Iuhur bangsa %0, Secara Sk

'”--_-ekstemal Muhammad;yah adalah or'gamsaSI par—exce”ence yang mem1E|k1 fungSI kon’crol

':'_:f'.terhadap kmer;a pemer;ntah pada ranah onaE knms‘J1 Secara mtemal Muhammadlyah

: "f':-*kebr]akan Seh:ngga, ‘Eldak b:sa tzdak Muhammadayah seharusnya ter];bat dan bergerak'_'

__:bersarna BNPT daiam rangka mengkomumkastkan ur;ensa perubahan jika merasa

_ kebx;akan strateg: dan program program BNPT tzdak tepat: sasaran Jangan sampa,’ RS

'.:ldea!lsme Muhammadlyah dalam menyikapl zsu isu. yarzg bersmggungan dengan ranah
'ﬁdeokogt/‘ceo[o i, namun sebenarnya. tidak _-su_bs_tanmal,_ seperti perdebatan etimologi dan
terminologi, membuat organisasi ini terkesan kaku dan kurang.dinamis dalam menyikapi
isu-isu . kontekstual - yang. mengancam = masyarakat. . Sehingga, = menghindarkan
Muhammadiyah untuk berperan ]ebih strategis dan membawa manfaat lebih besar bagi
r_r_}__‘c_l_syr;a__ra_i«;_at, bangsa dan negara. Perlu dipertimbangkan bahwa, pembangunan kerjasama
dengén BNPT juga membuka kesempatan. ekstensifikasi, penguatan frekuensi dan
magnitude program Muhammadiyah sehingga memberi manfaat lebih besar bagi

masyarakat.

2. Pembangunan Komunikasi BNPT dan Muhammadivah

Pembangunan komunikasi dalam rangka mengkomunikasikan perbedaan pandangan di
antara kedua belah pihak. indikator bahwa komunikasi antara BNPT dan Muhammadiyah
selama ini belum terbangun adalah pandangan Muhammadiyah bahwa BNPT selama ini
hanya melakukan seminar-seminar yang dipandang tidak menyentuh akar permasalahan
terdrismé.'Naﬁmn, vang Mtﬁhammadiyah tidak tahu adalah bahwa tujuan BNPT gencar
melakukan seminar-seminar adalah dalam rangka sosialisasi organisasi dan program-
program BNPT yang baru dan masih belum banyak diketahui masyarakat. Pendekatan
individual, telah dilakukan oleh Satgas BNPT dan ormas atau lembaga masyarakat yang

bekerjasama dengan BNPT.

%Visi 2015 dan Pernyataan Revitalisasi Kacler.
'Seperti disampaikan Din Syamsuddin dalam Pembukaan Muktamar Seabad Muhammadiyaf.
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""" “Sem}nar ‘deradikalisasi hanyaiah Eangkah awal “dalam rangka perkenalan, -
o _pemahaman Semuamya ;a[an smultan Yang menyorott bahwa deradikalisasi tidak {alan -
-+ -adalah. karena (yang bersangkutan) tkdak tahu program derad;kalzsasz secara

_ kesefumhan” 92 L

o ‘Kemudian, terkait ;jérdé_b_a*céih terminologi dan generalisasi nilai-nilai Islam sebagai =

referensi terorisme seperti radikalisme, salafisme atau wahabisme, BNPT menghimbau

agar. Muhammadiyah terlibat sehingga bisa dinetralisir. Jika tinggal diam, masyarakat .

akan tetap memahaminya seperti itu. Image tersebut akan terbangun.®

~Azyumardi Azra memandang positif kernungkinan pembangunan komunikasi kerja
sama antara BNPT dengan Muhammadiyah. “Seharusnya (BNPT dan Muhammadiyah)
bisa bekerjasama, namun perlu usaha atau pendekatan personal dengan berbagai tokoh

Muhammadiyah baik di tingkat nasional maupun daerah”.**

Amanat kebijakan, menempatkan BNPT sebagai pihak yang memiliki urgensi lebih
dalam pembangunan kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat, sehingga akan
tebih bijaksana jika BNPT lebih proaktif lagi untuk mendekati Muhammadiyah, ketimbang
sebaliknya. Jangan sampai timbul kesan, BNPT hanya merangkul civil society yang se-visi
dan membiarkan yang tidak. Kemudian, setelah komunikasi terbangun, maka
kepercayaan periu diperkuat bagi keduanya untuk membuka kemungkinan kerjasama

demi mencapai tujuan bersama. Seperti tersirat dari himbauan Irfan Muslich,

“Mari kita duduk bersama, jangan merasa benar dan menyalahkan orang lain. Jika
belum paham, (jangan) sounding, share atau berbicara di media. (BNPT terbuka untuk)
melibatkan sernua masyarakat dan mengajak berdiskusi, apa yang bisa dilakukan oleh

ormas ini, apa yang bisa ditakukan oleh orrnas ini”.?

Pwawancara dengan irfan Muslich, 12 Januari 2012.
Pbid.

M azyumard: Azra, korespondensi Email, 1o Januari 2011.
Pywawancara dengan Irfan Mustich, 22 Januari 2012.
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Terakhlr adaiah penguatan forum koordmasa BNPT seh;ngga Muhammadlyah
e .:dapa’c melakukan fungsa asp:ras:nya dan BNPT dapat meiakukan pembenahan terkatt

' keblgakan strateg; dan program ]lka dfrasa masukan dan Muhammad:yah sesua; ciengan

st: dan. Misi BNPT Muhammadlyah Juga dapat melakukan fungsn kontrol terhaciap__

: '_'_'-akuntab;htas dan transpa:‘anSI pemermtah %:erkalt ISL[ 1su poirtnsasn dan komod:r;kasa'_l'

"_'teronsme

'3. " inovasl E{onsep Deradxkahsasn BNPT N

'Muhammadlyah mem;hkl perbedaan pandangan terkait isu dan penanganan terortsme E
dengan “konstruksi --pemaham_an-- global - yang - berimplikasi - terhadap . sikap-sikap
M.uh:ammadiyah sbb: tidak menjadikan terorisme sebagai isu prioritas, tidak membuat
program terorisme, tidak mengajukan program kerjasama pada BNPT melainkan tetap
melakukan peran-peran kultural dan strukturalnya dalam masyarakat. Sikap tersebut
secara tzdak Iangsung menghambat pembangunan kerja sama antara BNPT dan
Muhammadlyah Namun, yang menarik adalah bahwa Muhammadiyah justru
menandatangani Nota Kesepahaman Bersama dengan Pemerintah Australia untuk
m_éngadakan pendidikan demokrasi, toleransi, Hak Asasi Manusia. Selain itu,
M.u.hammadiyah juga membangun kerja sama dengan Peace Corps AS untuk mengadakan
péndédikan_ bahasa Inggris oleh guru native di pondok-pondok pesantren Muhammadiyah.
Ké.dua pro.gram itu jika .dirunu’c merupakah pagian dari kampanye “global war on teror”,
yang diinisiasi oleh pemerintah Australia sebagai respon terhadap tragedi Bom Bali, yang

rupanya diapresiasi dengan baik oleh Muhammadiyah.

Maka, patut dipikirkan secara kritis, mengapa Muhammadiyah yang menyatakan
penolakannya terhadap konstruksi pemahaman global tentang terorisme, setuju bekerja
samé.dengan institusi asing, namun tidak dengan badan nasional, yaitu BNPT. Pertama,
program-program tersebut dilakukan secara komprehensif dengan pendekatan struktural
dan kultural. Sedangkan, seperti diakui Irfan Muslich, strategi anti terorisme BNPT melalui
pendekatan struktural masih rapuh. Kedua, pada program-program tersebut tidak

melekat labelisasi deradikalisasi, sehingga berjalan lebih popular.

Selama ini, ada kesan bahwa BNPT belum memiliki konsep anti terorisme yang

jelas. Padahal, dengan pelibatan civil society yang komprehensif, BNPT dapat memetakan
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=y potensa—potens; masyarakat yang ada untuk berperan sesua: kapasxtas, kapabllltas dan. .
_pr:orﬁ:as masmg masmg daiam upaya anti t@rongme nas;ona] Niaka dan itu, sangat[ah.;
pentlng bagu BNPT untuk dapat mengembangkan ber:novasx terhadap konsep}_z k
derad;kahsaSI, yang sesuax untuk dnmpiementas;kan di indonesua, dengan memadukan:fﬁ'

; :_ _-pendekatan struktural dan kuiturai dalam rangka meredukSI poten51 teronsme dengan__"_".

: :efektlf ef:suen, berdampak}angka panjang dan menjangkau masyarakat luas

il ‘Sosialisasi
' Perlu dilakukan evaluasi ‘terhadap sasaran sosialisasi BNPT agar lebih terstruktur dan
merata. Kemudian seharusnya dilakukan penghilangan labelisasi deradikalisasi pada

program—program BNPT.

Késimphian

Studi ini mengambil keéimpulan sebagai berikut: Pertama, bahwa sebagai civil society;
Ml}hémmadiyah telah meiakukan upaya anti terorisme, melalui peran-peran struktural
d.an kulturalnya, meskipun tanpa ‘heading’ anti terorisme. Kedua, pemerintah belum
melibatkan civil society secara komprehensif dalam upaya anti terorisme; yang dibuktikan
déngan belum terbangunnya kerangka kerjasama BNPT dan Muhammadiyzh selama ini. _
Hal tersebut disebabkan adanya ketidaksepahaman pandangan antara BNPT dan
Muhammadiyah terhadap isu dan penanganan terorisme; konflik politis antara
pemerintah dan Muhammadiyah, sebagai implikasi kritik konstruktif Muhammadiyah yang
gencar ditujukan pada pemerintah; keterbatasan waktu dan sumber daya BNPT; serta
rendahnya political will BNPT. Padahal sebagai ormas Islam besar, Muhammadiyah
memiliki potensi ideologi dan organisasi untuk berperan sebagai partner pemerintah
dalam upaya antl terorisme nasional. Maka dari itu, penelitian ini mengajukan empat
saran, vaitu penguatan komitmen BNPT dan Muhammadiyah, pembangunan komunikasi
antara BNPT dan Muhammadiyah, evaluasi dan inovasi konsep deradikalisasi, serta

penguatan sosialisasi.
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